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PUTUSAN

Nomor 0716/Pdt.G/2018/PA.Kag

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara;

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Analis Kesehatan,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IlI, RT.03, Desa
Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan,

Kabupaten Ogan llir, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun lll, Desa Meranjat lll,
Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan llir, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di
depan persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01
Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,

Nomor 0716/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 07 Agustus 2048, telah mengajukan
permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;
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1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah
di Desa Meranjat Il pada tanggal 16 Februari 2013, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 232/51/11/2013 tanggal 20 Februari 2013;

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan,
sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan

Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak, berumur 4 tahun, yang saat
ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun,
setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadai perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon adalah:
- Termohon kurang menghargai pemberian uang dari Pemohon
- Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon
terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Dayang Selatan pada
bulan Juli 2016, berawal dari Termohon yang ikut tetangga pergi mencatri
kerja ke Batam, setelah pulang dari Batam Pemohon menunjukkan foto-foto
Termohon di pantai dan foto di dalam kamar sedang berduaan dengan laki-
laki lain, Pemohon menanyakan kebenaran foto tersebut dijawab Termohon
benar foto tersebut, jika memang benar foto tersebut Pemohon tidak dapat
menerima Termohon lagi, Termohon diam saja keesokan harinya Termohon
pamit kepada Pemohon mau berkunjung ke rumah orang tua angkatnya,

setelah pulang dari rumah orang tua angkat Termohon, Pemohon dan
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Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan 2 tahun 1
bulan, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah otang tua Pemohon

dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Termohon;

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha
untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk
hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak
berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Kayuagung;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri secara inperson di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
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patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh

suatu halangan hukum yang sabh;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan
kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Pemohon menyatakan tetap

dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat
didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa  fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
232/51/11/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Inderalaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen
Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf
oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Il, RT.03, Desa Tanjung Dayang

Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan llir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
ibu kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Termohon, hubungannya sebagai

pasangan suami isteri sah;
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- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah

sama Pemohon [;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai
teman dan tetangga saja;

- Bahwa saksi hadir, dan saksi menyaksikan pernikahan mereka
dilaksanakan dirumah kediaman saksi, tidak pernah pindah sampai
terakhir mereka pisah ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal dirumah saksi, tidak pernah pindah sampai sekarang;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak Pemohon dan Termohon yang
saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;

- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonisnya cukup lama, akan tetapi setelah itu
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisinan dan pertengkaran ;

- Bahwa karena Pemohon dan Termohon ini pernah tinggal
serumah dengan saksi, jadi saksi mengetahui rumah tangga Pemohon
dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah
melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang

berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali, dan kalau
mendengar tidak pernah,saat Pemohon dan Termohon sedang
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terjadi

dirumah kediaman saksi;

- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran biasa,berupa

cekcok mulut dan saling bantah-bantahan saja;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon, karena Termohon kurang menghargai pemberian uang
dari Pemohon, Termohon juga sering menuntut lebih dari penghasilan
Pemohon, Termohon juga selingkuh dan menjalin kasih dengan laki-laki
lain;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan
Pemohon dari kediaman bersama,;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi,
dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami
isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya

merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Il, RT.03, Desa Tanjung Dayang

Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan llir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan juga kenal baik dengan
Termohon, hubungannya sebagai pasangan suami istri sah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak sebelum menikah, kalau

dengan Termohon kenalnya sejak Termohon menikah sama Pemohon;
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- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai

teman dan tetangga saja;

- Bahwa saksi hadir,dan saksi menyaksikan langsung pernikahan
mereka yang dilaksanakan di kediaman orang tua Termohon;

- Bahwa setelah menikah,Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon, tidak pernah pindah sampai
terakhir pisah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun,akan tetapi
setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa karena saksi sebagai tetangga, jadi saksi pernah
mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung

saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun saksi pernah dan
mendengar langsung 1 kali, saat Pemohon dan Termohon sedang
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar itu
terjadi di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemhon dan

Temohon berupa cekcok mulut dan saling bantah-bantahan saja;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon, karena Termohon sering pergi dan keluar rumah tanpa
seizin dari Pemohon, Termohon juga kurang perhatian kepada kepada
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anak-anak, dan apabila diberi saran dan nasehat, Termohon tidak

terima, bahkan Termohon marah-marah sama Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan
Pemohon dari kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, selama itu pula antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak
saling pedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya
merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Pemohon
saja,namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya
dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan
permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah
tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat
uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana
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dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai
dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti
secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga
keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak
dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan,
ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil’kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat
ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak

hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi
pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam

pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1.----- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon secara terus-menerus?;

2.--Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan

Termohon menjadi berpisah tempat tinggal?;

3.------ Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk
dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;
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Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan
pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua
belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2]
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon
tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-
baik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi
karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;

---------- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa [vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam]

tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi
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usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk
terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada
maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat
dengan kaedah fighiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi

sebagai berikut;

:L‘L..A.AM \_\h VJ.C ,:.‘A.A .‘.....au.d\ c).‘,

Artinya : “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan
tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak
dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39
ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan

Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Agama Kayuagung;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Kayuagung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan
Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.l. sebagai
Ketua Majelis serta M. Andri Irawan, S.H.l., M.H. dan Ali Akbarul Falah,
S.H.l.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Al Mu‘allif,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota Ketua Majelis
M. Andri Irawan, S.H.l., M.H. Waluyo, S.Ag., M.H.l.
Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.l.
Panitera Pengganti

Al Mu'allif, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 275.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 366.000,-

Terbilang : tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah
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